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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2016 oleh Anggota V BPK RI

Semarang, Rabu (7 Juni 2017) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pem erintah Daerah ProvinsiJaw a
Tengah Tahun Anggaran 2016 pada acara Rapat Paripurna Istmewa DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Penyerahan dilakukan oleh Anggota V BPK RIl Ir. Isma Yatun, M.T. Rapat Paripurna dihadiri oleh
Auditor Utama KN V BPK, Gubernur Jawa Tengah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa
Tengah, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, dan
hadirin undangan lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, termasuk implementasi atas rencana aksiyang telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK memberikan opini Wajar Tanpa
Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mempertahankan Opini
W ajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2012. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih
mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga
akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dapat
mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga
memberimanfaatlebih, baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna, maupun pemeriksa
laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibanding dengan sebelum penerapan akrualyang hanya
4 (empat)laporan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan
bersangkutan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. BPK menekankan
bahwa database piutang Pajak Kendaraan Bermotor masih perlu divalidasi dan diintegrasikan
dengan data pelunasan piutangnya, disamping itu BPK menekankan pula bahwa pada masa transisi
pengalihan aset tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah masih terdapat permasalahan yang harus dikoordinasikan antara Pemerintah Provinsi Jaw a
Tengah dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota terkait.

Permasalahan selengkapnya dimuat dalam Buku Il: Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern, dan Buku Ill: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan. Buku Il dan Buku Ill menggambarkan beberapa hal yang harus

dilakukan perbaikan. Untuk itu diharapkan rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dapat segera
ditindaklanjuti. Tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dicerminkan
pula dari seberapa jauh rekomendasi hasil pemeriksaan telah diselesaikan

BPK RImengucapkan terima kasih atas kerja sama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Jawa Tengah. Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan serta
menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut. Selain
itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran atas
komunikasi yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung. Kami berharap agar hasil
pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Informasilebih lanjut: Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Telepon : 024-8660825,8660826; Fax : 024-8660884
Website: semarang.bpk.go.id



